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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan reformasi politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia telah mengubah sistem tatanan Negara selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang transparan dan bertanggungjawab, juga tuntutan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang pada tingkat pusat maupun daerah.
Good governance dapat terwujud dengan melakukan reformasi di segala bidang termasuk reformasi kelembagaan dalam pembenahan kelengkapan infrastruktur pada pemerintah daerah. Setelah itu diperlukan reformasi lanjutan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dalam bentuk reformasi sistem penganggaran.
Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah memberikan wewenang dan kekuasaan penuh kepada pimpinan daerah dalam mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang selanjutnya disebut dengan “Hak Otonomi Daerah”. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu dasar yang komprehensif dan terpadu dalam meingkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Dasar tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang diwujudkan dalam birokrasi pemerintahan.
Birokrasi pemerintahan merupakan alat pemerintahan, maupun implementasi aparatur, aparatur juga menjadi alat utama bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Begitu pentingnya birokrasi maka dalam proses berjalannya semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran guna menghindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian dana pada bidang lain yang bukan prioritas borokrasi. Lemahnya birokrasi akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperlemah peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan.
Dari hasil penelitian Iman T. Raharto pada Tahun 2008 menunjukkan bahwa BPS Provinsi Banten melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat kompleknya permasalahan kesejahteraan sosial serta tuntutan peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Subang mutlak harus dilaksanakan secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal dipandang perlu menyusun rencana kerja yang bersifat jangka panjang, menengah serta jangka pendek, dan rencana kerja ini merupakan salah satu upaya ke arah tersebut. Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Subang telah mencapai sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kinerja aparatur tersebut berjalan sesuai dengan bimbingan sosial yang dilakukan sebelumnya dan dikelola sesuai dengan tujuan kegiatan. Dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi, pencapaian kinerja kegiatan akan berpengaruh terhadap sasaran dan tujuan yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Subang pada umumnya menunjukkan hasil baik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa proses birokrasi sebagai faktor penting untuk mendapat perhatian masyarakat. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang kinerja aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam Penyusunan Laporan KKL yang berjudul “KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG”

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Bagaimana kemampuan (ability) aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang?
2. Bagaimana motovasi (motivation) aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang?
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk mengetahui kemampuan (ability) aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang,
2. Untuk mengetahui motovasi (motivation) aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
1.4. Kegunaan Laporan KKL
1. Kegunaan bagi penulis
Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
2. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang mengenai kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
3. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, khususnya bagi Dinas Sosial Kabupaten Subang, terutama tentang kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
1.5. Kerangka Pemikiran
Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh karena itu bila ingin tercapainya tujuan yang telah ditetaapkan sebelumnya, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis (1994:67) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:
Faktor Motovasi
Motivasi terbentuk dari sikap seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondidi yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motivasi tinggi.
Faktor Kemampuan
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realty (Knowledge+Skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapakan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
Berdasarkan pendapat ahli di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan dapat mempengaruhi kinerja karena dengan kemampuan yang tinggi maka kinerja pegawaipun akan tercapai, sebaliknya bila kemampuan pegawai rendah atau tidak sesuai dengan keahliannya maka kinerjapun tidak akan tercapai. Begitu juga dengan faktor motivasi yang merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.
Pengertian mengenai Aparatur Pemerintah disebutkan oleh Dhama Setyawan Salam dalam buku yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa:
“Aparat Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku” (Setyawan, 2004:169).
Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada.
Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera merupakan tingkat kstabilan dan kemampuan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok atau individu yang berada di suatu wilayah tertentu.
Sedangkan masyarakat menurut Raplh Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan manganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
Dinas Sosial adalah merupakan lembaga teknis perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial. Dalam hai ini yang dimaksudkan adalah Dinas Sosial Kabupaten Subang.
1.6. Metode Penelitian
1,6,1 Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam Laporan KKL ini adalah metode deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif menurut Soehartono bawha:
“Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002:35).
Metode penelitian yang digunakan dalam peneletian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.



1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dangan masalah yang diteliti,
2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan praktek kerja lapangan langsung ke intansi yang terkait.
1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 81 Telp/Fax (0260) 411425 Subang dan kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus-31 Agustus 2009.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Aparatur
2.1.1. Pengertian Kinerja Aparatur
Pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) diperlukan sebuah kinerja yang baik pula dari aparatur pemerintahan itu sendiri, di mana hal tersebut merupakan faktor utama yang merubah proses birokrasi menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu contoh adalah bagaimana birokrasi tersebut bisa mengerjakan pelayanan publik dengan baik pada waktu dan tempat tertentu.
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.
Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas,  sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya:
· Kinerja: adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel,  1993).
· Kinerja: Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (As'ad, 1991) 
· Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang (Kurb, 1986)
· Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Gilbert, 1977)

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:
1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya.
2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).
Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya.
Pengertian kinerja dalam pemerintahan merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan. Para atasan sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering atasan tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius.
Sedangakan pengertian aparatur seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada.
Jadi kinerja aparatur adalah hasil dari kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada.

2.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Aparatur
Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur antara lain: 
1) Faktor kemampuan (ability) 
Pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya.
2) Faktor motivasi (motivation)  
Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

2.1.3. Penilaian Kinerja Aparatur
Penilaian kinerja aparatur pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu pemerintahan secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan. Penilaian kinerja aparatur sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan pemerintahan secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja aparatur. 
Menurut Bambang Wahyudi (2002:101) penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya.
1) Tujuan penilaian Kinerja Aparatur
Menurut Syafarudin Alwi (2001:187) secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development.
Efaluation penilai harus menyelesaikan: 
· Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, 
· Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision, 
· Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi. 
Development penilai harus menyelesaikan: 
· Prestasi riil yang dicapai individu, 
· Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja, 
· Prestasi- pestasi yang dikembangkan.
2) Manfaat penilaian Kinerja Aparatur
Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan pemerintahan adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi pemerintahan adalah: 
· Penyesuaian-penyesuaian kompensasi, 
· Perbaikan kinerja, 
· Kebutuhan latihan dan pengembangan, 
· Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja, 
· Untuk kepentingan penelitian pegawai, 
· Membantu diaknosis terhadap kesalahan desain pegawai.

2.2. Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera merupakan tingkat kstabilan dan kemampuan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok atau individu yang berada di suatu wilayah tertentu.
Sedangkan masyarakat menurut Raplh Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan manganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

1)  Syarat-syarat Kelompok Masyarakat
· Setiap anggota kelompok Masyarakat harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan,
· Ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain,
· Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat,
· Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.

2) Tipe-tipe kelompok masyarakat dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria/ukuran
· Besar-kecilnya jumlah anggota,
· Derajat interaksi sosial,
· Kepentingan dan wilayah,
· Berlangsungnya suatu kepentingan,
· Derajat organsisasi,
· Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan.
3) Dalam mengklasifikasikan masyarakat-masyarakat setempat, dapat dipergunakan empat kriteria yang saling berpaut
· Jumlah penduduk,
· Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, 
· Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat,
· Organisasi masyarakat yang bersangkutan.

Jadi kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kstabilan dan kemampuan dalam kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat.
Sedangkan menurut Segel dan Bruzy (1998:8), Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.
Wilensky dan Lebeaux (1965:138) merumuskan kesejahteraan masyarakat sebagai sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang member kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat memiliki tiga arti, yaitu:
· Dalam istilah umum, kesejahteraan masyarakat menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. 
· Dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial 
· Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan masyarakat menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. 

2.2.2. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
1) Untuk menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil,
2) Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakt miskin dan anak terlantar, dan 
3) Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

2.2.3. Unsur Kesejahteraan Masyarakat
Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat deperlukan suatu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial. Unsur tersebut adalah Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan sosial serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas mempunyai fungsi:
1) Perumusan Rencana dan Pelaksanaan Program Pembangunan di bidang Kesejahteraan sosial,
2) Pelaksanaan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial,
3) Pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan kesejahteraan sosial,
4) Pelaksanaan pembinaan di bidang pemulihan dan bantuan sisial,
5) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan informasi dan analisa data, penyusunan, evalusai dan pelaporan,
6) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan anak dan remaja serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan,
7) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemulihan penyandang cacat dan tuna sosial, pemulihan anak nakal dan korban narkoba, bantuan korban bencana dan tindak kekerasan serta bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin dan lanjut usia
8) Pengelolaah administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

Unsur dan Susunan Organisasi Dinas
I Unsur Organisasi
Unsur Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional.
II Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian kepegawaian
c. Bidan Program, membahahkan:
1. Seksi Perencanaan Program
2. Seksi Data dan informasi
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial membawakan:
1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial
2. Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna
3. Seksi Pelestaraian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
e. Bidang Pelayanan dan Pemulihan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Anak dan Keluarga
2. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat
3. Seksi Pemulihan Penyandang Penyakit Sosial
f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana
2. Seksi Jaminan Sosial Fakir Miskin,
3. Seksi Jaminan Sosial Wanita Lanjut Usia dan Korban Tindak Kekerasan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional



BAB III
OBJEK PENELITIAN

Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan pengetahuan mengenai perkembangan dan perilaku manusia, yang menekankan suatu pandangan holistik, manusia dan dengan timbal balik pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh-pengaruh sosial, psikologis, ekonomik, politik dan budaya. Sumber utama dari bagian dasar pengetahuan ini diperoleh dari kekuatan dan kelulusan pendidikan yang ada.
Kesejahteraan Sosial merupakan tujuan utama yang diharapkan oleh Dinas Sosial di manapun berada kuhusnya di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Sejahtera di sini berarti bukan berarti dari segi ekonomi saja, akan tetapi paling tidak menunju ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, juga kesejahteraan masyarakat menunju ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. 
Sebagai tujuan negara, hal ini tercantum dalam Pancasila, yaitu sila ke lima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, kita sebagai warga negara tentu mengharapkan masyarakat adil dan makmur, namun apa yang terjadi, pemerintah kita masih belum sanggup memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus kita teliti dan cermati. 
Dewasa ini Kabupaten Subang sedang giat membangun. Oleh karena itu, diperlukan usaha kerja keras, pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3.1. Gambaran umum tentang Kabupaten Subang 
3.1.1. Iklim Kabupaten Subang
Kabupaten Subang terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan daerah yang terletak di Pantai Utara. Lokasi Kabupaten Subang cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh
Kabupaten Subang tersetak di Pantai Utara Pulau Jawa yang memudahkan hubungan dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara. Letak yang tidak terisolasi serta dangan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.
Secara topografis Kabupaten Subang sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0-2%. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Kabupaten Subang terletak di Pesisir Pulau Jawa dan memiliki 13 Kecamatan dangan 37 desa. Wilayah Kabupaten Subang dibagi ke dalam  dua bagian, yaitu daerah Pegunungan dan daerah Pesisir Pantai.
Semantara rata-rata curah hujan berkisar antara 18 sepanjang tahun 2008 adalah sebesar 61,06 mm. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Ciater kurang sebesar 70 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 2491 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Pamanukan kurang lebih sebesar 55 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 683 hari.

3.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Subang
Visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Subang adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUBANG YANG MENUMBUHKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG.”
Masyarakat Kabupaten Subang memiliki tradisi gotong royong dan mempunyai rasa saling tolong-menolong, ikatan kekerabatan yang masih kental. Mata pencaharian utama mereka rata-rata petani dan nelayan.
Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Subang pada dasarnya merupakan bagian dari Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat tersebut terintegrasi dalam 6 fungsi yakni Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Fungsi Kependudukan, Fungsi Ketenagakerjaan, Fungsi Kesejahteraan Masyarakat dan Fungsi Pelestarian Budaya. 

3.2. Dinas Sosial Kabupaten Subang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dalam penyusunan Laporan Penelitian ini, Penulis mengadakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 81 Telp/Fax (0260) 411425 Subang. Yang menjadi objek penelitian di dalam penulisan Laporan Penelitian ini adalah mengenai Kinerja Aparatur dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
Namun Penulis tertarik untuk meneliti tentang Kesejahteraan Masyarakat. Adapun alasan dari pemilihan objek tersebut adalah karena mempengaruhi secara langsung terhadap program/kegiatan pada masing-masing satuan kerja Aparat Pemerintahan dan juga berfungsi sebagai instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang.
3.2.1.  Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Asas Otonomi Daerah”.

3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan Bupati Subang Nomor: 14.16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Subang, peraturan tersebut dalam Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:
Pasal 16
1) Bidang pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan sosial, pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakaat dan karang taruna, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosal mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program kerja pengembangan kesejahteraan sosial;
b. Penyusunan petuntuk teknis operasional pengembangan kesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan sosial;
d. Pelaksanaan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
e. Pelaksanaan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
f. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pengembangan kesejahteraan sosial;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Penyusunan laporan pengembangan kesejahteraan sosial.
3) Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
b. Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
c. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.

Pasal 17
1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan penusunan bahan kebijakan operasional bidang pengembangan kelembagaan sosial;
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kelembagaan sosial;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pengembangan kelembagaan sosial;
c. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data potensi, lembaga dan sumbangan sosial;
d. Penyusunan konsep rekomendasi bagi organisasi sosial/yayasan kesejahteraan sosial;
e. Pelaksanaan kegiatan usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial;
f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian usaha-usaha pengumpulan uang dan barang, sumbangan sosial serta undian berhadiah;
g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan sosial;
h. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pelayanan Panti Sosial Pemerintah maupun Swasta;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
j. Penyusunan Laporan Hasil kegiatan Pengembangan kelembagaan sosial.
Pasal 18
1) Seksi pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial/Masyarakat dan Karang Taruna mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudakan pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pengembangan tenaga  kesejahteraan masyarakat dan karang taruna;
c. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data potnesi pengembangan tenaga kesejahteraan masyarakat dan karang taruna;
d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) sasaran pelayanan;
g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
h. Pelaksanaan coordinator dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan hasil kegiatan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial dan karang taruna.
Pasal 19
1) Seksi Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan bahan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan mempunyai fungsi;
a. Penyusunan tencana kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
b. Pelaksanaan penyusunan dan penganalisaan data pelestarian nilai-nilai kepahlawanan  dan kejuangan;
c. Pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan serta keluarganya;
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemugaraan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan;
e. Pelaksanaan peningkatan parsosmas, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan melalui penyuluhan sosial;
f. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
g. Penyusunan laporan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.






3.3. Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Subang
3.3.1. Unsur dan Susunan Organisasi Dinas 
Unsur dan Susunan Organisasi Dinas
I Unsur Organisasi
Unsur Organisasi Dinas, terdiri atas:
d. Pimpinan adalah Kepala Dinas
e. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
f. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional.
II Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
i. Kepala Dinas
j. Sekretariat, membawahkan:
4. Sub Bagian umum
5. Sub Bagian Keuangan
6. Sub Bagian kepegawaian
k. Bidan Program, membahahkan:
4. Seksi Perencanaan Program
5. Seksi Data dan informasi
6. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
l. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial membawakan:
4. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial
5. Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna
6. Seksi Pelestaraian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
m. Bidang Pelayanan dan Pemulihan Sosial, membawahkan:
4. Seksi Pelayanan Anak dan Keluarga
5. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat
6. Seksi Pemulihan Penyandang Penyakit Sosial
n. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
4. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana
5. Seksi Jaminan Sosial Fakir Miskin,
6. Seksi Jaminan Sosial Wanita Lanjut Usia dan Korban Tindak Kekerasan
o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
p. Kelompok Jabatan Fungsional













Berikut ini merupakan Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Subang:
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUBANG
	 (
KEPALA DINAS
)	

 (
SEKRETARIS
)	
 (
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
) (
SUB BAGIAN UMUM
) (
SUB BAGIAN KEUANGAN
)
 (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
) (
UPTD
) (
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
) (
SEKSI DATA DAN INFORMASI
) (
SEKSI PERENCANAAN PROGRAM
) (
BIDAN PROGRAM
) (
SEKSI PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGAN
) (
SEKSI PENGEMBANGAN TENAGA KESEJAH. 
SOSIAL MASY.
 DAN
) (
SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SOSIAL
) (
BIDANG PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
) (
SEKSI JAMINAN SOSIAL WANITA LANJUT USIA DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
) (
SEKSI 
PEMULIHAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
) (
SEKSI JAMINAN SOSIAL FAKIR MISKIN
) (
SEKSI PEMULIHAN PENYANDANG CACAR
) (
SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA
) (
SEKSI PELAYANAN ANAK DAN KELUARGA
) (
BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
) (
BIDANG PELAYANAN
 DAN PEMULIHAN SOSIAL
)















i. Pembagian Tugas
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan memotivasi serta mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kesejahteraan sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Bidang Program
Bidang Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Program Dinas dan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan penyusunan program kerja dinas.
4. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan sosial, pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.



5. Bidang Pelayanan dan Pemulihan Sosial
Bidang Pelayanan dan Pemulihan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan anak dan keluarga, pemulihan penyandang cacat, pemulihan penyandang penyakit sosial.
6. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bantuan sosial bagi keluarga korban bencana, jaminan sosial fakir miskin, kegiatan jaminan sosial wanita lanjut usia dan korban tindak kekerasan.
7. Unti Pelaksana Teknis Dinas
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

ii. Personalia
Produktivitas dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif harus memperhatikan berbagai indikator yang harus dipenuhi.
Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengupayakan produktivitas yang efektif dengan menempatkan aparatur yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan tingkat pendidikannya maka pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur berjalan dengan efektif. Indikator lain dari produktivitas yaitu adanya peningkatan motivasi. 
Tabel 3.3.
Data Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Subang
	Pengalaman kerja
(tahun)
	Pendidikan
	Jumlah
(orang)

	8
	S2
	1

	6
	S2
	3

	8
	S1
	16

	4
	S1
	18

	3
	S1
	8

	2
	S1
	20

	
	Dan lain-lain
	12

	Jumlah Personalia
	78












BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN PENELITIAN

4.1. Kinerja Aparatur dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang.

Pengadaan sumber daya aparatur, dilakukan untuk mendapatkan calon pegawai yang berkualitas sebanyak mungkin, berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerinatah Propinsi Jawa Barat di Biro Kepegawaian sesuai dengan penempatan pegawai yang dibutuhkan. Pengadaan sumber daya aparatur dilakukan untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang dibutuhkan. Pelaksanaan penerimaan CPNSD membutuhkan pegawai setiap tahunnya 13.000 (Tiga Belas Ribu) orang. Jumlah yang dibutuhkan untuk mencari CPNSD tidak sedikit, untuk itu dalam melakukan pengadaan benar-benar berdasarkan formasi jabatan yang sesuai dengan penempatan pegawai yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum mengadakan pengadaan perlu adanya persiapan pengadaan pegawai yang terdiri dari beberapa tahap. Pertama melakukan analisa pekerjaan terlebih dahulu. Analisa pekerjaan dilakukan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang. 
Tahap kedua membuat deskripsi pekerjaan, yaitu pengidentifikasian berbagai macam kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi baik persyaratan tenaga  yang dibutuhkan, ruang, dan peralatannya, juga karakteristik pekerjaan dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. 
Tahap ketiga adalah melakukan analisa kebutuhan pegawai. Data yang dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan berasal dari hasil pendeskripsian pekerjaan. Hasil dari analisa kebutuhan dijadikan dasar untuk membuat gambaran formasi yang memungkinkan untuk diisi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Gambaran formasi inilah yang dijadikan acuan dalam melakukan pengadaan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Subang
Untuk memperjelas proses pengadaan sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4.1
Pengadaan Sumber Daya Aparatur Melalui Kinerja

 (
FORMASI JABATAN
KEBUTUHAN PEGAWAI
ANALISA JABATAN
)










Sumber: Hasil penelitian Tahun 2008
Proses selanjutnya jika tahap persiapan pengadaan pegawai telah selesai, maka barulah dilakukan tahapan pengadaan pegawai. Proses ini terdiri dari tiga tahap, yaitu  penarikan pegawai, seleksi pegawai, dan penempatan pegawai. Hal tersebut sesuai dengan proses pengadaan pegawai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang, dimana akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
Pertama, Penarikan (rekrutmen) sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang, merupakan cara untuk mencari calon-calon pegawai yang melamar jabatan yang kosong atau belum terisi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon pegawai atau pelamar yang memenuhi syarat-syarat menurut deskripsi pekerjaan dan analisa kerja suatu instansi. Para calon pegawai atau pelamar tersebut nantinya akan dipilih yang terbaik diantara mereka. 
Usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk mendapatkan calon pegawai sebanyak mungkin harus dilakukan dengan berbagai jalan dan upaya yang dapat menarik perhatian, misalnya Pertama, mencari pasaran kerja dan sumber-sumber tenaga kerja yang terbaik secara terus menerus. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan hubungan erat dengan kantor-kantor penempatan tenaga kerja, organisasi-organisasi pegawai dan sekolah-sekolah kejuruan serta kursus-kursus dan bila dipandang perlu dengan mengadakan pembibitan. 
		Kedua, mencari calon-calon dari organisasi sendiri dengan jalan mengadakan penelitian catatan-catatan dalam kartu-kartu pegawai dan file pribadinya, yang merupakan upaya untuk mendapatkan calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi pemerintah. Penarikan (rekrutmen) dalam setiap organisasi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan dengan prinsip yang berbeda-beda pula. Ketiga, menyediakan literatur dan bahan-bahan pengumuman yang menarik dari televisi, artikel-artikel yang dimuat pada surat-surat kabar dan majalah, sandiwara radio, dan lain-lain yang dapat menarik perhatian.
Penerimaan pegawai baru di sini adalah penerimaan dari instansi di luar lembaga yang bersangkutan. Kasus di pemerintahan, pada dasarnya pegawai baru yang diterima dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil menggunakan jatah formasi sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) setiap tahun anggaran yang sedang berjalan. Selanjutnya dalam usaha untuk mengadakan penyempurnaan manajemen, telah ditentukan langkah dan tindakan di bidang peningkatan daya guna dan hasil guna pegawai. Hal tersebut tercermin dari penyusunan rencana kepegawaian yang mendorong ke arah merasionalkan komposisi kepegawaian, dan penyusunan tata cara realisasi pengisian lowongan jabatan.
Adapun prinsip pengisian lowongan jabatan adalah menempatkan pegawai yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place) atau dengan perkataan lain pegawai yang ditunjuk untuk menduduki sesuatu lowongan jabatan haruslah mempunyai kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk lowongan jabatan itu dengan memperhatikan faktor mental dan kejujurannya. 
Salah satu usaha untuk memperoleh tenaga yang cakap guna pengisian lowongan formasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan untuk penerimaan pegawai baru yang memenuhi persyaratan, disamping dengan realokasi (tour of duty and tour of area), sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, dimana penerimaan pegawai baru tersebut harus menjamin diperolehnya calon-calon pegawai yang cakap, terampil dan memenuhi persyaratan/ kebutuhan yang telah ditentukan. 
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mengisi formasi yang lowong. Formasi merupakan penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan, untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang agar mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta berkelanjutan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  (PNS) melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang bertujuan untuk mengisi formasi jabatan yang belum ditempati oleh pegawai. Lowongan formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, adanya pegawai yang keluar karena berhenti atau karena perluasan organisasi. Kedua, karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang belum ditempati, maka penerimaan pegawai harus berdasarkan kebutuhan. Ketiga, lowongan jabatan adalah semua lowongan yang ada pada unit-unit organisasi dilingkungan Departemen Pemerintah yang bersangkutan yang tercantum dalam formasi dan yang disahkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Keempat, untuk pengisian lowongan formasi dilakukan secara teliti, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperoleh pegawai yang penuh  kesetiaan, bermental baik, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur utama Aparatur Negara. 
Berdasarkan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang, Lowongan formasi merupakan sejumlah jabatan-jabatan yang belum terisi dan unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Subang yang melakukan formasi tersebut,  untuk mengisi jabatan yang kosong beserta unit-unit operasionalnya. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan formasi, maka proses pengangkatan pegawai baru dilakukan secara terpusat pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya Dinas Sosial Kabupaten Subang yang bersangkutan. 
Dalam pelaksanaan ujian harus dibuat terlebih dahulu daftar-daftar lamaran yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh para pelamar. Pertanyaan-pertanyaan itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga mudah dijawabnya dan dalam jumlah yang cukup besar jumlahnya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran umum dari pribadi pelamar, selain itu juga untuk mendapatkan kesan tentang watak dan kepribadiannya, untuk mendapatkan ketegasan, apakah calon memenuhi syarat-syarat yang diminta dan untuk menilai kecakapannya, untuk mengetahui perlu adanya prioritas atau tidak, untuk menentukan pelamar mana yang harus terus dicalonkan dan dipanggil untuk mengikuti ujian-ujian selanjutnya.
Untuk menjaga obyektivitas penerimaan pegawai baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 perlu dibentuk panitia pelaksanaan penerimaan calon pegawai. Adapun tugas dari panitia pelaksanaan penyaringan atau seleksi pegawai baru adalah agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman serta obyektif maka perlu membuat rencana dan program kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan penerimaan/penyaringan pegawai baru sesuai jatah formasi yang harus diproses. Mempersiapkan dan menyusun soal-soal ujian seleksi secara keseluruhan, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan jawaban yang telah ada. Membuat pedoman tata tertib pemeriksaan hasil seleksi ujian. Menjaga dan bertanggung jawab sepenuhnya akan ketepatan dan keberhasilan, kerahasiaan terhadap soal-soal ujian seleksi yang telah disusun dan dipersiapkan. Merumuskan dan menyimpulkan terhadap hasil ujian seleksi untuk kemudian menyampaikan hasil tersebut sebagai rekomendasi kepada pimpinan. 
Mengenai keanggotaan seharusnya terdiri dari Ketua, Sekertaris dan anggota. Jumlah keanggotaan hendaknya disesuaikan dengan jumlah jatah formasi yang harus diisi (besar kecilnya jumlah penerimaan). Pelaksanaan seleksi dilakukan dalam beberapa tahap dari  seleksi mengenai persyaratan administratif sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kedua seleksi mengenai pengetahuan umum. Ketiga seleksi mengenai tes IQ, keempat tes yang dilakukan dengan berjauhan, kelima wawancara, dan terakhir tes kerja (training). 
Apabila dalam pemilihan itu masih timbul keragu-raguan, maka calon-calon yang bersangkutan dapat dipanggil untuk perkenalan pribadi dan mengadakan wawancara (interview) kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, calon-calon pegawai yang diajukan semuanya ditolak maka penolakan itu harus diberitahukan alasan-alasannya ditolak kepada yang menguji atau tim seleksi untuk kemudian diajukan calon-calon lain yang memenuhi kekurangan-kekurangan calon pegawai yang ditolak. 
Pemberitahuan mengenai calon-calon pegawai yang ditolak, dilaporkan kepada panitia yang mengadakan untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tersebut. Sehingga panitia yang mengadakan penerimaan CPNSD itu, melakukan analisa jabatan utnuk mencari CPNSD yang lain dan langsung diberitahukan melalui pengumuman mengenai penerimaan CPNSD. Setelah panitia melakukan analisa jabatan,selanjutnya mengadakan formasi jabatan dan langsung diberitahukan untuk mencari CPNSD lagi sebagai proses penerimaan. CPNSD yang sudah diterima surat lamarannya, selanjutnya melakukan wawancara yang dilakukan oleh panitia pengadaan pegawai.

4.2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang
Pengembangan sumber daya aparatur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Pengembangan sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang merupakan salah satu untuk mewujudkan profesional pegawai supaya kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat. Orientasi pengembangan sumber daya aparatur  melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk mewujudkan profesional pegawai yang mengutamakan: Pertama, tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan, artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, sehingga Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat merencanakan kebutuhan aparatur berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang ada. Kedua tenaga-tenaga yang mampu melakukan analisa untuk kinerja aparatur yang akan dihubungkan dengan imbalan jasa atas pelaksanaan tugas yang dilakukan artinya, analisa terhadap kinerja aparatur tidak hanya dilakukan seorang pegawai (secara individual), tetapi juga kelompok, serta bagaimana cara melakukan penilaian pekerjaan tersebut. Ketiga, tenaga-tenaga terampil yang mampu melakukan pengukuran baik terhadap analisa kebutuhan aparatur, analisa pekerjaan, uraian pekerjaan, analisa jabatan, kinerja pegawai, imbalan jasa, yang disertai tolak ukurannya. Keempat, tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian ganda (multi skilled) artinya, aparatur yang berasal dari perguruan tinggi tidak hanya mempunyai satu keahlian saja.
Pengembangan pegawai bertujuan agar para pegawai dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang diterapkan, supaya para pegawai mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan Kinerja.

4.3. Kompensasi Sumber  Daya Aparatur melalui Dinas Sosial Kabupaten Subang.
Kompensasi sumber daya aparatur melaui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang dilakukan untuk memberikan keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Pembayaran kompensasi di atas ada yang dikaitkan langsung dengan kinerja seperti upah atau gaji, bonus, dan komisi sehingga sering disebut dengan kompensasi langsung, dan ada juga yang tidak dikaitkan langsung dengan kinerja sebagai upaya meningkatkan ketenangan dan kepuasan kerja pegawai seperti tunjangan-tunjangan. 
Gaji sebagai bentuk kompensasi langsung, penentuannya didasarkan pada nilai relatif dari suatu jabatan dalam suatu organisasi atau urutan kepentingan dan jabatan-jabatan yang ada. Untuk menentukan nilai relatifnya harus dilakukan evaluasi jabatan, dan bila evaluasi jabatan dilakukan dengan baik diharapkan akan mendatangkan keadilan internal (internal equity) sebagai salah satu unsur yang penting dalam memotivasi kerja. Selain keadilan internal, sebagai unsur yang memotivasi, ada external equity. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei gaji, yaitu membandingkan dengan jumlah yang didapat oleh jabatan yang sama di luar pemerintahan atau dalam pasar tenaga kerja, biaya, dan produktivitas. Survei gaji merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam Pemerintah Propinsi yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji. 
Pemberian Kompensasi sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang merupakan salah satu bentuk penghargaan secara langsung berupa gaji, karena aparatur yang bekerja telah berjasa ikut melaksanakan tugas pemerintahan. Apabila kompensasi diberikan melebihi standarisasi, aparatur yang menerima kompensasi tersebut akan merasa senang serta puas. Oleh karena itu, aparatur tersebut termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja mereka supaya pemberian kompensasi selanjutnya, bisa lebih besar. Jika aparatur itu kualitas kerjanya meningkat, berarti dalam bekerja para aparatur tersebut telah produktif. Apabila produktivitas kerja aparatur meningkat, karena waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga pemberian kompensasi melebih dari standarisasi penggajian. Apabila para aparatur telah termotivasi dalam bekerja, karena pemberian kompensasi yang besar, peofesional pegawai terhadap pekerjaan yang meraka laksanakan akan terwujud.
Untuk lembaga pemerintahan, masalah penggajian pegawai telah diatur dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2003 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003. Persyaratan tersebut berlaku untuk semua lembaga pemerintahan, termasuk di Dinas Sosial Kabupaten Subang, oleh karena itu survei gaji dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, namun mempertimbangkan keadaan di daerah.
Sistem penggajian mengenal tiga jenis skala penggajian, yaitu skala tunggal, skala ganda, dan skala campuran. Skala tunggal, yaitu penggajian yang memberikan gaji pokok yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak memperhatikan sifat pekerjaan dan beratnya tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan itu. Skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besaran gaji pokok bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga pada sifat pekerjaan. Keuntungan sistem ini adalah dapat menimbulkan rangsangan bagi pegawai untuk bekerja keras, hanya saja dapat menimbulkan ketidakadilan saat pensiun.
	Pemberian kompensasi Berdasarkan jenis dan sifat pekerjaan melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat dipantau dengan melihat data-data kepegawaian yang ada di server database komputer. Selanjutnya, sifat dan jenis pekerjaan aparatur telah diintegrasikan ke dalam data-data kepegawaian. Sehingga seorang pegawai yang melihat data-data pegawai yang ingin diberikan tugas berdasarkan sifat dan jenis pekerjaannya tinggal membuka Kenerja tersebut.
Untuk memperjelas proses pemberian kompensasi sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3.
Bagan Kompensasi Sumber Daya Aparatur Melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
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Sumber: Hasil penelitian Tahun 2008

4.4. Pengintegrasian Sumber Daya Aparatur Melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
Aparatur merupakan bagian dari organisasi sebagai sebuah wadah bagi dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi pasti memilik pemimpin dan anggota Sebagai makhluk sosial, mereka pasti akan saling berinteraksi. Interaksi antara pemimpin dengan aparaturnya berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itulah, umumnya akan terbentuk aturan yang mengendalikan ketertiban dari interaksi tersebut. Aturan tersebut bisa berupa kesepakatan kerja bersama, bisa juga hasil otoritas pemimpin organisasi itu.
Peran seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai suatu interaksi bisa dikendalikan. Karena pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya (pegawai) untuk menentuakan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan motivasi.
Pengintegrasian sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang, merupakan cara untuk menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan di suatu tempat. Penyatuan sumber daya aparatur merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama. Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Karena para aparatur tersebut mempunyai pikiran, perasaan harga diri, dan sifat yang berbeda serta mempunyai latar belakang perilaku keinginan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam organisasi. 
Hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi kendala dalam penyesuaian pola pikir aparatur dalam bekerja, yang bisa terlihat dari tingkah laku pegawai itu sendiri. Semakin lama aparatur tersebut melakukan penyesuaian, diamana pegawai itu ditempatkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan profesional pegawai. Walaupun kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan profesional pegawai melalui pengintegrasian yang ditetapkan. Dibutuhkan waktu dan pelatihan-pelatihan supaya tujuan tersebut akan tercapai.
	Aparatur yang integrasikan melalui Kinerja dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Subang bisa dipantau dengan baik. Pemantauan data-data kepegawaian melalui Kinerja merupakan salah satu cara untuk mewujudkan profesional pegawai. Karena pengintegrasian melalui Kinerja ini, supaya para pegawai dapat memahami tujuan dari pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Pertama, hubungan antar aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang meliputi usaha untuk memberdayakan pegawai, yang dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi atuaran, dan melakukan bimbingan. Kemudian, kalau dalam organisasai telah terbentuk serikat pekerja, sehingga organisasi harus melakukan kerja sama antar aparatur yang baik, dalam arti saling menghargai antar aparatur dan organisasi. Hubungan antar aparatur melalui Kinerja, semuanya diintegrasikan supaya program kerja yang telah diterapkan bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai yang dinginkan.
Pemantauan kerja melalui Kinerja ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan agar hasil kerja yang dicapai tidak jauh dari target yang diinginkan. Keteraturan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kerja pun dapat terdokumentasikan dengan rapi. Karena data-data kepegawaian yang disimpan dalam server database supaya dokumentasi pegawai tidak hilang begitu saja
 Kedua, motivasi aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupten Subang merupakan hal yang perlu dilakukan agar pegawai dapat merasa diperhatikan dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pentingnya motivasi bagi aparatur, karena ada hal-hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada pegawai tidak bisa disamaratakan, karena karakteristik pegawai berbeda tergantung kondisi sosial dan pendidikannya. 
Dalam Menerapkan motivasi terhadap aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Subang, ada dua cara yaitu Pertama, motivasi langsung. Motivasi yang diberikan baik materil (uang) maupun nonmateril (penghargaan) secara langsung pada setiap aparatur untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya kepuasan. Pemberian motivasi ini bisa dalam bentuk ucapan, pujian, penghargaan dan bonus berupa uang. Kedua motivasi tidak langsung merupakan pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang semangat kerja atau kelancaran tugas aparatur dalam bekerja. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai untuk mewujudkan profesional pegawai.
Karakteristik pegawai dapat dilihat melalui Kinerja dengan mengetahui data-data kepegawaian, sehingga dalam pemberian tugas seorang pegawai bisa diketahui bahwa pegawai tersebut akan termotivasi dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 
Ketiga, kepemimpinan aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat dilihat dari peran dan pengaruh seorang pemimpin terhadap integrasi seorang pegawai dengan tujuan lembaga sangat besar. Umumnya pegawai bekerja dengan baik saat ada seorang pemimpin disekitar dia. Pemimpin di sini tidak selalu kepala di suatu bagian. Pemimpin bisa jadi orang yang dijadikan panutan seorang pegawai, bisa juga orang yang ditunjuk oleh seorang kepala bagian untuk mempimpin yang lain, bahkan bisa juga pemimpin adalah pegawai itu sendiri. 
Pemimpin merupakan faktor penting untuk mewujudkan profesional pegawai, karena seorang pemimpin mempunyai kendali untuk mengatur pegawainya dalam melakukan pekerjaan yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah Propinsi Jawa Barat. Apabila seorang pemimpin tidak bisa mengarahkan pegawainya untuk melakukan pekerjaan secara maksimal, maka tujuan organisasi pemerintahpun tidak akan tercapai tanpa ada peran dari seorang pemimpin.
Keempat, kesepakatan kerja bersama aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang diterapkan, supaya aturan dijalankan, peran seorang pengawas peraturan, atau lebih sering disebut penegak hukum sangat diperlukan. 

4.5. Pemeliharaan Sumber  Daya Aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang
Pemeliharaan sumber daya aparatur ditujukan di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk memelihara keutuhan sumber daya aparatur yang dimiliki supaya bisa terjaga. Pemeliharaan sumber daya aparatur berarti mempertahankan pegawai agar tetap mau bekerja sama dengan instansi yang bersangkutan dan memelihara sikap kerja sama dan kemampuan kerja pegawai. 
Pemeliharaan sumber daya aparatur melalui Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kerja aparatur, apabila terlalu lama bekerja dan pegawai tersebut dipaksa terus-menerus untuk bekerja. Untuk itu diadakan pemeliharaan aparatur yang ditetapkan aparatur untuk menghindari pegawai itu tidak stress dalam bekerja, yang mengakibatkan pegawai tersebut tidak aktif dalam bekerja terutama dalam hal berpikir. 
Pemeliharaan sumber daya aparatur dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu pendistribusian insentif, pemantauan kesejahteraan, dan masalah keselamatan kerja. Insentif merupakan bagian dari tunjangan di luar gaji yang diberikan pemerintah kepada pegawainya. Insentif diberikan berdasarkan dengan kinerja dan gain sharing. Gain sharing diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai yang mengalami peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. 









BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Subang telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan Bupati Subang Nomor: 14.16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Subang, peraturan tersebut dalam Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:
Pasal 16
4) Bidang pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan sosial, pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakaat dan karang taruna, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosal mempunyai fungsi: 
6) 
a. Penyusunan program kerja pengembangan kesejahteraan sosial;
b. Penyusunan petuntuk teknis operasional pengembangan kesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan sosial;
d. Pelaksanaan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
e. Pelaksanaan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
f. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pengembangan kesejahteraan sosial;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Penyusunan laporan pengembangan kesejahteraan sosial.
7) Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
b. Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
c. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.
Pasal 17
3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan penusunan bahan kebijakan operasional bidang pengembangan kelembagaan sosial;
4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kelembagaan sosial;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pengembangan kelembagaan sosial;
c. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data potensi, lembaga dan sumbangan sosial;
d. Penyusunan konsep rekomendasi bagi organisasi sosial/yayasan kesejahteraan sosial;
e. Pelaksanaan kegiatan usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial;
f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian usaha-usaha pengumpulan uang dan barang, sumbangan sosial serta undian berhadiah;
g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan sosial;
h. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pelayanan Panti Sosial Pemerintah maupun Swasta;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
j. Penyusunan Laporan Hasil kegiatan Pengembangan kelembagaan sosial.
Pasal 18
3) Seksi pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial/Masyarakat dan Karang Taruna mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudakan pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pengembangan tenaga  kesejahteraan masyarakat dan karang taruna;
c. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data potnesi pengembangan tenaga kesejahteraan masyarakat dan karang taruna;
d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) sasaran pelayanan;
g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
h. Pelaksanaan coordinator dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan hasil kegiatan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial dan karang taruna.
Pasal 19
3) Seksi Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan bahan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.
4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan mempunyai fungsi;
a. Penyusunan tencana kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;w
b. Pelaksanaan penyusunan dan penganalisaan data pelestarian nilai-nilai kepahlawanan  dan kejuangan;
c. Pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan serta keluarganya;
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemugaraan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan;
e. Pelaksanaan peningkatan parsosmas, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan melalui penyuluhan sosial;
f. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
g. Penyusunan laporan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.
5.2 Saran
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam birokrasi pemerintahan, maka penulis menyarankan untuk hal-hal yang berkaitan di bawah ini:
1. Koordinasi 
Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan publik para aparatur yang terdapat di Dinas Sosial harus belajar dan berkonsultasi atau mengambil contoh dari para pegawai di sektor swasta, di mana kita lihat para pegawai swasta lebih bersifat ramah dan nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kebutuhan Dana
Apabila Dinas Sosial kekurangan pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam birokrasi, maka harus mencari dana tersebut ke APBN. APBN Provinsi, dana dekosentrasi, dan dana bantuan lainnya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Faktor Eksternal (Politis)
Para aparatur yang terdapat di Dinas Sosial harus berkomunikasi dengan Bapeda, bagian anggaran Dinas Pendapatan, dan panitia anggaran legislatif agar sesuai dengan Peraturan Daerah sehingga dapat diminimalisir adanya perubahan koreksi dari tim peneliti.






